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DFmflGABPICTim BPKRlPenarakilanBaliberpamibnkepadaFemkabTabananseblahnrelahrlonpenrnlsaanlannnganselamarOhad.

'Apabila ada temuan berupa Tip-
ikor, BPK wajib menindaklanjuti dan
setelah batas waktu tersebut bukan
lagi ranah BPK,"kata Nugroho.

Kenapa harus ada pemerilsaan intem,
karena ini dikatakannya bertujuan
membanhr Pemkab melalqrkan reul€al
sehingga apalangkeliru bisa diperbaih.

Sementaraitu, Sanjaya berterimakasih
kepada tim dari BPK perwakilan Bali
yang sudah membantu. (zulldo|
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40 Hari, BPKAudit Keuangan Pemkab Tabanan
Cegah Penyimpangan

TABANAI\I - Tim Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI perwakilan Bali
menunthskan pemeriksaan di Pem-
kab Tabanan, Sabtu (18/3) kemarin.

Sekadar diketahui, pemeriksaan yang
dilakukan selama saru bulan lebih ini
untuk mengetahui ada tidalnya peny-
impangan atau korupsi yang melibatkan
para pejabat Setelah tuntas mengaudit,

tim BPK RI perw'akilan Bali berparnitan
yang diterima langsung Wakil Bupati
Thbarn I Gede Komang Sanjaya

Tim BPK RI Perwakilan Balipng dip-
impinolehtrlindraftilfuzumoNugroho
sejatinya mela-lekan pemerilsaan dari
tangal6FebruarihinggatansalTMarct
kemarin Dan tidakada masalatryangter-
lalupentinglangmerekatemukankarena
Pemkab Tabanan dalam pembuatan LK
sudah sesuai dengan prosedur,
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FSSota Dewan Tersangka Diperas
Dimintai Uang Rp
200luta, Ditransfer
Rp l00luta

DEMASAR - Apes nian nasib
anggota DPRD KlungkngWayan
Kicen Adnyana. Pasca ditetapkan
sebagai tersangka kasus dana
hibah 2015, Kicen mengalu coba
diperas sejumlah olcrum tak ber-
tanggung jawab. Kepada Jaw a po s
Radar Balikemarin (19/3), Kicen
mengaku diperas oknum yang
mengaku Kasatreskrim polres
Klungkung AKP Andre Wiastu
sebesar Rp 200 juta jika ingn ka-
susnla dihentikan.

"Ya, benaq, saya membuat lapo-
ran ke Polda lumat (l7l3) lalu
karena diperas oknum di polres
Klungkung," ujar Kicen Adnya-
na. Menurut Kicen, pemerasan
yang dialaminya 30 Mei 2016
lalu. Saat itu, Kicen ditelepon
nomor tak dikenal sebanvak em-
pat kali. Diduga pumillk no.rro,
itu berkoordinasi dengan Ketua
DPRD Klungkung Wayan Baru.
Pasalny4 Wayan Baru yang men-
yarankan Kicen keluar sebentar
untuk menerima telepon.

"Setelah saya tanya, siapa pemi-
lik nomor itu, dijawab (Wayan
Baru) bos hta, Kasa-teskim polres

lsT.

BUKTI: Bukti transfer via rekening BNt yang dikirim ke istri oknum
Kasatreskrim.
Klungkungi' kutip Kicen. Ko-
munikasi antara Kicen dengan
oknum IQsatreshim pun terjadi.
Intinya, si oknum menawarkan
bantuan menyelesaikan kasusnya.
"Kompensasinya, dia minta Rp 200
juta Saya tidak langsurng mengi-
yakan karena harus berkonsultasi
dengan keluarga Temyaa, keluar-
ga saya hanya bisa menyiapkan Rp
100 jutaj'kataKicen.

Awalnya, dana itu akan diserah-
kan langsung di Polres l(unghrng.
Tapi, sang oknum berdalih di
mapolres banyakwartawan. Uang
Rp 100 juta itu akhimya dinansfer
ke rekening BNI 30565xpooo< mi-
lik Anggraeni Agustia. Besokny4
si olqrum mengatakan ke Kicen

kalau pada saat mentransfer ada
ICjari di sampingnya "SaJra kemu-
dian diminai Rp 50 juta untukpak
Kajari.Tapi saya langsung minta
maaf karena saya tak punya uang
lagri'bebemya.

Yang membuatnya kecewa,
dia justru dijadikan tersangka.
Karena merasa jadi pemerasan,
dia mengadukan kasusnya ke
Polda Bali. Kabidhumas polda
Bali AKBP HengkyWdjaja men-
gatakan belum mendapat infor-
masi kasus tersebut. "Kalau ada
laporan, tentu kami akan panggil
saksi-saksi unruk dimintai ket-
erangan. Untuk perkembangan
Iebih lanjut akan kami sam-
paikani' pungkasnya. (dre/mus)
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Hotel St.Regis menggunakan
lahan pemprov seluas 2 ha.

r Letaknya berada persis mengha-gerueltar_
Hotel Grand Hvatt
Hotel Shangrila.
Kerjasama
dengan Pemprov
berakhir 2018
Awal penataan
ITDC tahun
1979. aset
pemprov
seluas 52
hektare.
Namun,
kini tinggal I

39 ha

Disebut

Provinsi Bali
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ASET PEMPROV: Areal pantai depan Hotel St.Regis yang menjadi lokasi mandi Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud diduga
milik Pemprov Bali.

Hotel Rala Salman Disord
Sebagian Pakai
Aset Pemprov

DENPASAR - Hotel St. Ra-
gis Resort, tempat menginap
Raja Salman Bin Abdul Azis
Al-Saud, mendapat sorotan
DPRD Bali. Hotel super me-
wah di kompleks ITDC (sebel-
umnya bernama BTDC) Nusa
Dua, itu sebagian bangunan-
nya berdiri di atas aset milik
Pemprov Bali. Aset Femprov
Bali yang digunakan pihak
hotel seluas dua hektare.

Dewan menilai aset serta
kontrak kerja sama hotel per-
lu diusut. Sebab, selama ini
dewan tidak pernah menge-

tahui jalinan kerja sama pihak
hotel dengan eksekutif. "Kami
ingin tahu, bentuk kerja sama
seperti apa. Bentuknya saham
atau dapat setoran tunai dari
hotel. Kalau berupa uang,
uangnya masuk di pos mana,"
tandas Ketua Komisi I DPRD
Bali Ketut Tama Tenaya ke-
marin (19/3).

Aset tanah pemrov di Hotel
St. Regis berada di dekat areal
kolam renang. Letaknya bera-
da persis menghadap pantai.
Sebagai wakil rakyat, dewan se-
lama ini tidak pemah mendapat
laporan aset pemprov di ITDC.
Buntutnya dewan mencurigai
aset pemprov banyak men-
guap tak jelas. Informasi yang
didapat Tenaya, awal penataan
ITDC tahun 1979, asetpemprov

seluas 52 heltare.
Namun, kini tinggal 39 hek-

tare. Artinya selama ini diduga
ada penyusutan lahan seluas
13 hektare. Menurut Tenaya,
penyusutan lahan tersebut
perlu diselidiki. Sebab, nilai
tanah di Nusa Dua cukup
fantastis. "]angan sampai aset
pemprov terus menyusut dan
habis jadi hak milik orang atau
perusahaan. Ini yang perlu
diselidiki dan diungkap," tukas
politisi PDI Perjuangan itu.

Selain Hotel St. Regis, aset
pemprov lainnya berada
di Hotel Grand Hyatt dan
Shangrila. Pemprov Bali
memiliki aset pada tiga hotel
berbintang tersebut. Khusus
Shangrila, lanjut Tenaya,
kerjasama dengan pemprov

bakal berakhir tahun 2018.
Usai hari raya Nyepi, dewan
merencanakan memben-
tuk panitia khusus (pansus)
menyelidiki aset milik pem-
prov. Pansus dibentuk selesai
pansus LKPJ selesai bertugas.

Yang perlu diselidiki, lanjut
Tenaya, aset tanah pemprov
semua sudah memiliki sertifikat
atau belum. Katanya, bisa saja
aset pemprov berubah menjadi
aset pribadi atau perusahaan.
Tidak hanya dibangun hotel,
tapi bisa dibangun akomodasi
pariwisata lain seperti vila.
"fangan sampai aset pemer-
intah habis tapi tidak jelas
hasilnya. Berapa triliun uang
akan hilang jika tidak jelas
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SidakATVBodong
Diduga Main Mata .-

Kepala OPD Akan
Diadukan ke Bupati
GIANVIR - Sidak terhadap wisata All Ter-
rain Vehicle (ATV) Kuber Bali Adventure
yang dilakukan oleh Dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
(DPMPT) Kabupaten Gianyar dipertanya-
kan. Sidakyangberlangsungfumat (19i3)
di lokasi wisata di Banjar Bayad, Desa
Melinqglh Kelod, Kecamatan payangan,
dinilai hanya main-main walaupun pitrat
DPMPT mengaku sudah menutup.

Ketua Garda Pejuang Penerus Aspirasi
Rakyat (GARPPAR) Gianyar, Ngakan
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seperti ini Pemkab Gianyar bisa dianggap
macan ompongi' keluhnya

Ngakan Rai menyebut, pemerintah
jangian asal sidak lalu memberikan ruang
mengrrrus perizinan. Pemerintah wajib
melihat situasi dan kondisi di lapangan.
Apalagi ada subakyang dilintasi termasuk
situs bersejarah berupa terowongan era
penjajahan lepang. "Harus benar-benar
dikaji, karena banyak masyarakat yang
keberatan dan juga bisa m€rusakt€rowon-
gan zaman Jepang' jelasnya.

Selain itu, Ngakan Rai mempertanyakan
apakah kendaraan ATVyang digunakan
berwisata itu legal atau tidak fangan-jan-
gan selundupan. "Semestinva mengajak

Made Rai, menyatakan, dalam menega-
kan Perda, tim dari DpMpT tidak bisa
bekerja sendiri, tetapi harus mengajak
tim gabungan seperti Dinas Satuan polisi
Pamong Praja (Satpol pp). "Banyak yang
menduga Dinas perizinan (DpMpT) adi
main dengan investori' ujamya.

Semestinya, jika mengacu kepada atur-
an, wisata Kuber BaliAdventure ini diber-
ikdn Surat Peringatan (Sp) karena nekat
beroperasi tanpa izin lengkap. Namun
yang terjadi, pengelola hanya diberikan
imbauan saja. "Karena tidak mengajak
petugas Satpol PB Dinas perizinan (Dp-
M PT) tidakbisa mengeluarkan Sp I, tetapi
hanya sebatas mengimbau saja. Kalau

unsur kepolisian untuk mengecek keab-
sahan ATVyang dipakaij' tandasnya.

Pria asal Sampiang Kecamatan Gianyar
ini, menyayangkan jika tim dari DpMpT
percaya begitu saja dengan alasan uji coba
yang dikatakan pihak investor. Kalau itu
benar uji coba, semestinya hanya dilaku-
kan beberapa orang saja dan juga tidak
memasang baliho termasuk memasang
promosi di media sisial.

Ditegaskan, dia akan menghadap ke
bupati dan wakil bupati untuk mel-
aporkan kepala Organisasi perangkat
Daerah (OPD) yang kurang mendul,arng
ketegasan bupati danwakil bupati dalam
menegakan Perda. (dralrid)


